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BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan Kabupaten 1Kota. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset
dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan  Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi. Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2024 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Timur.

5. Program Pembangunan Daerah adalah serangkaian program terencana
yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah
daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPUMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah
dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

MWD R

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan
sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BABV : PENUTUP

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra.



Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD.

(1)
(2)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan
Perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1614/LTM /2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis
dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di
daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber
daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya
sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis,
dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh
pemerintahan pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku
kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah
dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah,
maupun tahunan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa
tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara pusat dan daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian
menyusun dan menetapkan RPJPD untuk pembangunan 20 (duapuluh)
tahun, RPJMD untuk pembangunan S5 (lima) tahun, dan RKPD untuk
pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menyusun RPJMD dengan berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. RPJMD disusun oleh
Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan selama masa jabatan Bupati periode 2025-2029. RPJMD
dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan pedoman Pemerintah Daerah



dalam melakukan pembangunan setiap tahunnya. Dengan demikian,
pembangunan di Daerah hingga tahun 2029 menjadi lebih terencana,
terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling
melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan
pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 66



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya bersifat sistematik guna
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan
aktualisasi dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Pembangunan daerah
berangkat dari penyusunan rencana yang menjadi awal dalam siklus perencanaan
pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya
adalah penyusunan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah atau daerah yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah untuk
menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu
kabupaten di Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian
proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan
pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun
2025-2045 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Salah satu substansi strategis
dalam RPJPD tersebut adalah visi daerah : LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA 2045
Lampung Timur Semakin Religius, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan, yang terdiri
atas 8 misi yang didalamnya memuat indikator dan target capaian. Pada setiap tahap 5
(lima) tahunan RPJPD kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III
(2035-2039), Tahap IV (2040-2044).

Memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2005-2025 tersebut, diamanatkan bahwa tahapan pembangunan Tahun 2025-
2029 difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar

pembangunan daerah sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi



kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Modal dasar ini mencakup sumber
daya manusia yang berkualitas, peluang nilai tambah sumber daya alam, infrastruktur
yang memadali, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Dengan memperkuat modal
dasar tersebut, daerah dapat meningkatkan daya saingnya, menciptakan lapangan
pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Selain itu, penguatan
modal dasar juga berperan penting dalam mempercepat pembangunan yang merata,
mengurangi kesenjangan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk

mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan
mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama
DPRD. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan
daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN).

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan
bahwa substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029
harus diintegrasikan dengan dokumen RTRW Kabupaten Lampung Timur (yang saat ini
sedang dalam proses revisi), Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai
kewenangan pemerintah provinsi, serta penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berkenaan dengan amanat tersebut, dan dengan telah terpilihnya Bupati dan
Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2025-2030, maka melekat kewajiban untuk
menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 sebagai
pedoman pembangunan selama S (lima) tahun berpedoman pada visi dan misi pasangan
terpilih. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah dilantik. Berdasarkan regulasi, penyusunan RPJMD harus diselesaikan tepat

waktu, apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan peraturan daerah
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RPJMD tidak tepat waktu, kepala daerah dan anggota DPRD dapat dikenai sanksi
administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana diketahui, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 yang lalu, Ibu Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E.,
M.E.P. dan Bapak Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si. ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Lampung Timur periode 2025-2030. Berdasarkan dokumen resmi, Bupati dan Wakil
Bupati Lampung Timur terpilih mengusung visi yaitu LAMPUNG TIMUR MAKMUR
MENUJU INDONESIA EMAS.

-
¢

Hij. ELA 8ITI NURYAMAH., ME.MAP. Hi. AZWAR HADI, S.E., M.Si

BUPATI LAMPUNG TIMUR WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR

Setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur secara
serentak oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati
Lampung Timur mulai menjalankan salah satu tugas strategis di awal masa jabatan,
yaitu menyusun Raperda RPJMD. Dokumen ini selanjutnya bersama-sama DPRD
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang menjadi pedoman utama pembangunan
daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus menjabarkan visi, misi, dan program
unggulan yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye. Penyusunan
RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2025-2029 secara substansi berpedoman pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan regulasi tersebut sistematika RPJMD Tahun
2025-2029 terdiri dari S (lima) bab, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi,
program kepala daerah yang diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan
pembangunan nasional, dalam kerangka semangat Sakai Sambayan Membangun

Lampung Timur.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disusun

berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1.
2.

10.

11.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

I-4



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1006);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi. Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 63).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan
daerah Provinsi Lampung. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun
2025-2029 juga berpedoman pada dokumen Raperda RPJPD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 dan
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memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD yang merupakan salah
satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan
daerah mampu mengendalikan potensi yang dapat menciptakan dampak buruk atau
resiko lingkungan hidup di daerah. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah
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memedomani memedomant

RTRW
PROVINSI

memedomani memerhatikan

RPIPD
PROVINSI

RPPLH/KLHS memerhatikan
|
PROVINSI

memedomani memedomani

dilakukan
simultan

HASIL EVALUASK
RPJPD PROVINSI
PERIODE A A
SERELUMNYA RPIMD REREomARL REJMD
PROVINSI dilakukan KAB/KOTA

simultan

DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAN SEKTORAL

LAINNYA

1.3.1 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, visi abadi Indonesia
diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

VISI INDONESIA EMAS 2045
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN.

Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki
Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan
kekuatan maritim, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan

periode sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan
merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam
mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme,
demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian

nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

Digerakkan oleh kepemimpinan nasional yang transformatif dan inovatif serta
masyarakat sipil yang dinamis dan kolaboratif, bangsa Indonesia mencapai kejayaan
bersama di masa depan. Di dalam kondisi ideal ini, pemimpin bangsa tampil sebagai

panutan, memotivasi warga bangsa untuk menjaga komitmen terhadap visi bersama,
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serta memprakarsai inovasi dan kreativitas bersama masyarakat. Para pemimpin
menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Demikian pula masyarakat
tampil mengisi kekosongan pelayanan yang belum tersedia atau melengkapi pelayanan
yang sudah disediakan oleh negara, serta melaksanakan kontrol dan advokasi bagi
kemajuan bersama secara spesifik, kondisi ideal ini meliputi transformasi ekonomi dari
ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan, penerapan circular,
green, dan blue economy, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan ketimpangan,
tata kelola yang baik, peningkatan kohesi dan kepercayaan sosial, serta mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim untuk mencapai Indonesia yang maju.

Secara umum, visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik
dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat
Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran
dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara
inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa
yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap
kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan
maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan

dan inovasi.

Aspek kualitas manusia juga meningkat pesat. Manusia Indonesia pada 2045
bukan hanya terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, tetapi juga telah memperoleh
kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan prima dan inklusif, serta pendidikan

yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing global.

Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. Sistem
politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang
mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif terwujud melalui
kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila
sebagai falsafah hidup bangsa. Dua hal di atas menjadi modal penciptaan ekonomi
Indonesia yang maju, berketahanan, dan berdaya saing tinggi. Ekonomi Indonesia telah
bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan
barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu,
Indonesia telah menjadi aktor penting dalam perekonomian global dan motor
pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta mampu bersaing di pasar dalam dan luar

negeri.

Kemajuan tersebut ditunjang dengan riset dan pengembangan serta inovasi yang
unggul. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi
yang disegani dan penghasil kemajuan ilmu pengetahuan. Akhirnya, kemajuan dan
stabilitas nasional Indonesia akan ditularkan ke tingkat global. Indonesia menjadi aktor
penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan global. Berbekal politik luar negeri bebas
aktif, Indonesia menjelma menjadi agen perdamaian dan stabilitas dunia yang sangat
berpengaruh. Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan

Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas :

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi

3. Transformasi tata kelola
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Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Kesinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan jangka panjang tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1.

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas,
kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui
peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur,
ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi,
pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN),
penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan
global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola
yang berintegritas dan adaptif.

Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan
memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta
memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun
kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat
ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan
lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial
budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan
menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpatidipasi
dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan
keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi
dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi
faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda
transformasi.

Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang
diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan

pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, berdasarkan dokumen telah

ditetapkan 5 (lima) sasaran utama yaitu:

1.

2.

Pendapatan per kapita setara negara maju
Peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan PDB kemaritiman berbasis
inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan.

Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang



Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan
kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen, yang diikuti
penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin.

Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya,
peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian
isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI).

Daya saing sumber daya manusia meningkat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan
pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan
teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui
peningkatan Indeks Modal Manusia.

Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan
dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya

Intensitas Emisi GRK.

Terkait dengan pengembangan wilayah, sebagai bagian dari wilayah Sumatera

yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil pertanian,

perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya, serta pertambangan dan migas,

ditetapkan Wilayah Sumatera diarahkan menjadi “Mata Rantai Utama Bioindustri dan

Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, dalam kurun waktu

20 tahun kedepan, pengembangan wilayah Sumatera akan diarahkan ke dalam 6 (enam)

prioritas, yaitu :

1.

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan
menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan

ekstrem pada kawasan afirmasi.

. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang

sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah
lingkungan berbasis komoditas unggulan, pengembangan kawasan strategis pertanian
mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal yang terintegrasi dengan pusat
riset dan inovasi pertanian, pengembangan kawasan strategis pariwisata yang
dilengkapi dengan atraksi yang unik serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang
baik, dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun

budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy.

. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan,

serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan
geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.

Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan multi infrastructure
backbone dan feeder, serta maritime backbone yang menciptakan interkoneksi
antarkawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur
khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan
infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta peningkatan akses
dan kualitas infrastruktur dasar.

Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema kerjasama

regional seperti IMT-GT



6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan
mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan,

perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Mewujudkan pengembangan wilayah Sumatera dalam kurun waktu 20 tahun
kedepan akan dilakukan melalui 4 Tahapan dengan periode waktu 5 tahun disetiap

tahap.

Gambar 1.2
Transformasi dan Landasan Transformasi Tahap I (2025-2029)
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Lebih lanjut, pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka
menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan
mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan
yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai
tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan
berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan meliputi : (1)
sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi, (2)
kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam, (3) kawasan
pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata,

(4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

1.3.2 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029, ditetapkan visi pembangunan nasional yang akan dilaksanakan oleh Presiden
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Dalam perwujudan visi tersebut,

diimplementasikan kedalam delapan misi atau Asta Cita, yang terdiri dari :



. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Dalam perwujudan misi memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi

manusia, pembangunan nasional akan diarahkan pada pencapaian kebijakan yang

meliputi:

» Menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

» Meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan partisipasi aktif
masyarakat.

» Menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

Dalam perwujudan misi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, arah

kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

» Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional.

» Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

» Mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru untuk keberlanjutan.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas

Dalam perwujudan misi meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, arah

kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

» Menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan kualitas yang baik.

» Mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif.

» Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dalam perwujudan misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),

arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

» Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

» Mendorong prestasi di bidang sains, teknologi, dan olahraga.

» Memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
Dalam perwujudan misi melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, arah kebijakan

pembangunan nasional difokuskan pada :
» Meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui hilirisasi.
» Mendorong industrialisasi untuk memperkuat ekonomi nasional.

. Membangun dari desa dan dari bawah
Dalam perwujudan misi membangun dari desa dan dari bawah, arah kebijakan

pembangunan nasional difokuskan pada :
» Memastikan pembangunan yang merata hingga ke desa-desa.
» Mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi
Dalam perwujudan misi memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, arah

kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :
» Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
» Memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan
budaya
Dalam perwujudan misi memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam, dan budaya, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan

pada :



> Meningkatkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan

» Mendorong toleransi antarumat beragama dan harmoni sosial.

1.3.3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Provinsi Lampung
Tahun 2025-2045

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus
dilaksanakan secara konsisten, terpadu, dan selaras dengan dokumen perencanaan
pembangunan nasional maupun daerah yang berada pada tingkat pemerintahan yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur disusun
dengan mempedomani dan mengacu pada arah kebijakan serta visi jangka panjang yang
tertuang dalam RPJPD Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan
keterpaduan perencanaan pembangunan antarwilayah, menjaga kesinambungan
kebijakan pembangunan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan
program dan penganggaran. Selain itu, sinkronisasi ini juga menjadi sarana penguatan
sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah
Provinsi Lampung dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah

secara menyeluruh.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 tidak lepas
dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Lampung yang tertuang
dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Merujuk pada Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045, visi daerah Provi Lampung dalam Dua Puluh tahun ke depan

adalah ’Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”,

Terkait dengan arahan pengembangan wilayah, merujuk dokumen RPJPD
Provinsi Lampung 2025-2045, Pemerintah Provinsi Lampung membagi kabupaten/kota

menjadi tiga klaster wilayah pengembangan, yang meliputi:

Gambar 1.3

Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung

Berdasarkan Kajian Metropolitan

CLUSTER | : Percepatan WP Bandar Lampung-

Metro-Pringsewu

1. Metro-Lampung Tengah-Lampung Timur

2. Pringsewu-Pesawaran

3. BandarLampung-Pesawaran-Lampung
Selatan

Berdasarkan Isu Strategis
CLUSTER Il : Konservatif
1. Tanggamus

2. Pesisir Barat

3. Lampung Barat
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Berdasarkan gambar di atas, terlihat tiga klaster wilayah pengembangan di

Provinsi Lampung, yang meliputi :

1. Klaster I, dengan Wilayah Pengembangan (WP) :

a. Metro — Lampung Tengah — Lampung Timur

b. Pringsewu — Pesawaran

c. Bandar Lampung — Pesawaran — Lampung Selatan
2. Klaster II, dengan Wilayah Pengembangan (WP) :

a. Lampung Utara — Way Kanan

b. Tulang Bawang — Tulang Bawang Barat - Mesuji
3. Klaster III, dengan Wilayah Pengembangan (WP)

a. Tanggamus — Pesisir Barat — Lampung Barat

Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam Klaster I yang diarahkan sebagai
Koridor Wilayah 1, dengan Arahan Pembangunan sebagai Hub Ekonomi Kreatif,
Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi. Metro — Lampung
Tengah - Lampung Timur sebagai pendorong pertumbuhan wilayah Metropolitan
Lampung Raya dimana Kota Bandar Lampung sebagai PKN dan wilayah-wilayah interland
nya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Arah pembangunan pada WP 1 sesuai dengan
potensi Lampung Timur sebagai Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis dan Kawasan

perikanan Lampung timur.

Sejalan dengan RPJPN pada RPJPD Provinsi Lampung untuk tahap I arah
kebijakan dirancang untuk “Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan”. Pada RPJP
tahapan pembangunan lima tahunan dijabarkan pada masing-masing Misi dari RPJPD.
Berikut arah kebijakan pada tahap I disetiap misi.

Tabel 1.1
Arah Kebijakan Pada Tahap I di setiap Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

No MISI Arah Kebijakan pada Tahap I

1 Transformasi sosial Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan,

kesehatan dan sosial. Efektivitas penanggulangan kemiskinan

dan ketimpangan

2 Transformasi ekonomi ¢ Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas

e Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti
luas dan industri

e Penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi

3 Transformasi tata kelola Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan

manajemen resiko kepemerintahan, penguatan sistem

manajemen ASN berbasis merit

4 Keamanan Daerah Tangguh, Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro
Demokrasi Substansial dan daerah
Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

5 Ketahanan Sosial Budaya dan Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai
Ekologi landasan dan modal dasar pembangunan

6 Pembangunan kewilayahan yang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan
merata dan berkeadilan Kewilayahan yang merata

7 Sarana dan prasarana yang Peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar dan
berkualitas dan ramah lingkungan pengendalian lingkungan

8 Kesinambungan Pembangunan e Penyempurnaan instrument kebijakan dan kelembagaan

dalam pengelolan sumber pendanaan pembangunan non
pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif
¢ Inovasi dan penetapan project investasi strategis jangka
menengah dan jangka panjang
o Promosi pemerintah daerah kepada publik dan Eksplorasi
mitra pendanaan pembangunan




No MISI Arah Kebijakan pada Tahap I

o Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan
Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan
penganggaran

o Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten

o Kapasitas fiscal daerah dalam kategori “sedang”

Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial merupakan fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur.
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,
sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Salah
satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, yang
berdampak pada rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkualitas.
Kondisi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan dan
ketimpangan, sehingga penanganannya menjadi perhatian strategis dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Pada arah kebijakan transformasi ekonomi dalam RPJPD Provinsi Lampung,
tahapan pertama difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi melalui penguatan riset
untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA), yang disertai dengan pembangunan
infrastruktur dasar sebagai prasyarat utama. Arah kebijakan ini sejalan dengan arah
pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yang
menempatkan optimalisasi pemanfaatan potensi SDA sebagai prioritas strategis dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung
Tahun 2025-2029

Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung pada tahun 2025-2029
akan mengusung visi ”Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Dalam perwujudan visi
tersebut, misi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif

3. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan

Dalam pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah
kepemimpinan Gubernur Rahmad Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela
akan melaksanakan program kerja prioritas yang meliputi dan tidak terbatas pada:
Mendorong investasi dan hilirisasi industri
Lampung menjadi lumbung pangan nasional
Mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa
Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah
Inovasi lumbung energi terbarukan
Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan
Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya

Pengusaha muda berdaya saing dan inovatif
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Mendukung prestasi pemuda dan olahraga
10. Menuju zero stunting dan perwujudan masyarakat sehat

11. Lampung pusat teknologi terpadu



12. Membudaya semangat Lampung bersama

13. Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran

14. Penguatan ketahanan keluarga

15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

16. Mewujudkan birokrasi berintegritas

17. Melanjutkan pembangunan Kota Baru Bandar Negara Berbasis Eco City

18. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia,

dan kelompok terlantar

1.3.5 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur

Tahun 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045, ditetapkan
visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu “LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA 2045 :
LAMPUNG TIMUR SEMAKIN RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN”. Arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur 2025-2045
merupakan kerangka kerja pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dalam
periode lima tahunan, dalam rangka pencapaian visi daerah. Pembangunan jangka
panjang membutuhkan tahapan dan arah kebijakan yang akan menjadi agenda dalam
rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan arah kebijakan yang ditetapkan
mencerminkan urgensi pembangunan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, arah kebijakan
pembangunan relatif berbeda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode
berikutnya. Pentahapan arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi kepala
daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengahnya. Pentahapan
pembangunan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, terukur dan konsisten
untuk mencapai visi jangka panjang daerah.

Tabel 1.2
Arah Kebijakan Pada Tahap I di setiap Misi RPJPD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2025-2045

Misi dan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Tahap | (2025-2029)
Misi ke-1: Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang | Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan,
Unggul, Produktif, dan Inovatif dan penurunan tingkat kemiskinan
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi Meningkatkan Penguatan IPTEKIN dan infrastruktur mendorong
Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi hilirisasi SDA serta pengembangan potensi pariwisata
Daerah dan ekonomi kreatif
Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Penguatan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan
Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif publik, dan manajemen ASN

Penguatan regulasi dan peningkatan upaya perwujudan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas
daerah

Misi ke-4 : Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta
Stabilitas Daerah

Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Pembangunan kewilayahan mendukung pengembangan
Berkeadilan kawasan strategis daerah
Misi ke-7: Sarana dan Prasarana Daerah Berkualitas dan Peningkatan sarana prasarana mendukung kawasan
Ramah Lingkungan strategis daerah
Peningkatan kolaborasi dan sinergitas seluruh stake
Misi ke-8: Kesinambungan Pembangunan Daerah holder mendukung penguatan modal dasar transformasi
daerah




Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun
2025 akan memasuki Tahap Pertama yaitu Penguatan Modal Dasar (2025-2029) sebagai
fondasi transformasi daerah. Untuk mencapai visi Lampung Timur Sejahtera 2045,
pembangunan Kabupaten Lampung Timur kedepan harus mengubah pendekatan
pembangunan yang digunakan di masa lalu. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,
dan visi Provinsi Lampung, langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu
diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai sektor berlandaskan kolaborasi
dan sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan dan

kesejahteraan.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun
2023-2043

Wilayah Kabupaten Lampung Timur termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14
Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043,
menetapkan bahwa beberapa perkotaan kecamatan didalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
yaitu pusat kegiatan di wilayah kabupaten yang merupakan simpul pelayanan sosial,
budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Pusat
kegiatan lokal meliputi Perkotaan Sukadana, Perkotaan Way Jepara, dan Perkotaan

Labuhan Maringgai.

Penetapan PKL di kawasan Perkotan Sukadana memiliki fungsi utama sebagai
pusat pemerintahan kabupaten, dan pusat perdagangan dan jasa. Program utama dalam
pengembangan kawasan pusat pertumbuhan tersebut meliputi akselerasi perwujudan
sistem pusat dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang merupakan

kewenangan Provinsi yang perwujudannya pada periode 2023-2029 , yang meliputi :

1. Penanganan Jalan kolektor yang mejadi penghubung lintas tengah dan lintas timur
(Gedong Dalam-Batas Kota Sukadana; dan jalan Sukarno-Hatta);
2. Pengembangan jaringan jalur kereta api jalur Kota Metro-Sukadana;

3. Pengembangan Gardu Induk baru Sukadana dan Sribawono.

Gambar 1.4

Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Sukadana
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Selanjutnya, penetapan PKL di kawasan Perkotaan Way Jepara memiliki fungsi
utama sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan
pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura. Rencana

pengembangan wilayah yang realisasinya diarahkan pada periode 2023-2029 meliputi :

1. Penanganan jaringan jalan Kolektor Primer Batas Kabupaten Lampung Tengah-Way
Jepara, Way Jepara - Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim);

Penanganan jalan Way Jepara-Way Sekampung Bunut;

Pengembangan sistem jaringan Dermaga Bendungan Way Jepara;

Pengembangan bendungan Way Jepara;

S

Pengembangan jaringan irigasi Way Jepara.

Gambar 1.5
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Way Jepara

Lebih lanjut, penetapan PKL di kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai memiliki
fungsi sebagai pusat perikanan sehingga dapat mengajukan KKPRL Zona Pelabuhan
Perikanan yang memperbolehkan kegiatan Jasa penunjang kehutanan, perikanan
tangkap dan perikanan budidaya. Selain fungsi pusat perikanan Labuhan Maringgai juga
menjadi pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pengembangan perdagangan dan jasa
pendukung kegiatan pertanian. Rencana pengembangan wilayah yang penyediaan sarana

dan prasarana sosial ekonomi yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung meliputi :

1. Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi (Jabung-Sp Labuhan Maringgai);

2. Pengembangan pelabuhan pengumpan Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan
Perikanan Nusantara Labuhan Maringgai;

3. Pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Labuhan Maringgai—

Pulau Segama-Pulau Batang.
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Gambar 1.6
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Labuhan Maringgai

1.3.7 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2011-2031, ditetapkan bahwa kawasan strategis dan cepat tumbuh, sebagai wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, meliputi :

1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup meliputi:

a. kawasan Gunung Balak yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berada di
Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar
Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan
Jabung;

b. jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan
Pasir Sakti;

c. kawasan hutan kota di Kecamatan Sukadana.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup tersebut meliputi: penetapan Gunung Balak sebagai kawasan

lindung yang berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik,

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan

Kecamatan Jabung; penetapan jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di

Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti; dan penetapan hutan kota di

Kecamatan Sukadana.

2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

a. kawasan minapolitan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir
Sakti;

b. kawasan pembibitan dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan;

c. kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan

d. kawasan perdagangan, jasa dan agroindustri di Perkotaan Sekampung Udik.
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3.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi tersebut meliputi:
pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan di Kecamatan Maringgai dan
Kecamatan Pasir Sakti; pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan di
Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan, pemantapan, pembibitan tanaman
hortikultura dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan; pengembangan dan
pemantapan kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan minapolitan, kawasan

agrobisnis dan kawasan industri.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya adalah Taman
Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya tersebut
meliputi: penetapan Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung
Udik sebagai kawasan strategis; perlindungan terhadap lingkungan di kawasan
sekitar Taman Purbakala Pugung Raharjo; dan penyusunan rencana rinci untuk
kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

meliputi:

a. pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;

b. markas polisi air dan udara di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan

c. Kodim di Kecamatan Sukadana.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
meliputi: pembangunan pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;
penetapan markas polisi air di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan penetapan
markas Kodim di Kecamatan Sukadana.

Gambar 1.7
Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Timur

awasan Pembibitan & Agrobisnis
PEKALONGAN

Kawasan Lindung Kawasan Minapolitan ]
KAWASAN GUNUNG BALAK LABUHAN MARINGGAI
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Kawasan Industri Terpadu
BANDAR SRIBHAWONO

SEKAMPUNG UDIK

Kawasan Kepentingan Sosial Budaya
TAMAN PURBAKALA PUGUNG RAHARJO
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Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur dalam pemanfaatan

ruangnya selain berpedoman pada arahan pemanfaatan ruang RTRW yang menjadi acuan

rupa wilayah yaitu struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang wilayah dalam

dokumen RTRW tersebut akan menjadi acuan utama pengembangan wilayah dan lokasi

kegiatan yang diterjemahkan dalam program pembangunan daerah jangka menengah

tahun 2025-2029.



1.3.8 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

KLHS menjadi landasan penting yang harus diperhatikan secara serius. Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan aspek krusial yang menilai dampak
lingkungan dari kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam dokumen rencana. KLHS
mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan. Ini termasuk
analisis dampak terhadap lahan, air, udara, serta flora dan fauna lokal. Selain itu, KLHS
juga memberikan saran-saran tentang upaya mitigasi dan kompensasi yang perlu
dilakukan untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan
rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana. Dengan demikian, KLHS
bukan hanya menjadi perangkat penilaian, tetapi juga panduan bagi pembuat kebijakan
dalam memastikan bahwa pembangunan wilayah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Hasil dari KLHS akan memandu proses perencanaan untuk
meminimalkan risiko negatif terhadap lingkungan, dan memastikan bahwa pembangunan

yang diusulkan berada dalam batas-batas yang dapat diterima secara ekologis.

Untuk mengakselerasi penyusunan KLHS RPJMD, Kementerian Dalam Negeri RI
telah menerbitkan Surat Nomor 660/5112/Bangda dan 660/5113/Bangda perihal
arahan penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan Surat Nomor 660.11.2/8754/Bangda dan
660.11.2/8755/Bangda perihal pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke
dalam dokumen RPJPD/RPJMD, dimana salah satu amanat dalam surat tersebut agar
seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan setiap progres penyusunan KLHS

RPJPD/RPJMD kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Hasil dari KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2025-2029 memberikan

alternatif skenario dan rekomendasi, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Alternatif skenario dan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur

No Kondisi Alternatif Skenario dan Rekomendasi

1. Daya Dukung Air 1. Pemeliharaan daerah aliran sungai;

Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung | 2. Penghijauan kembali bagi daerah tepian sungai;

air diindikasikan terjadi peningkatan | 3. Mengurangi beban pencemaran sungai di seluruh aliran
kebutuhan air dari tahun 2025-2029 sungai; dan

mencapai  2.040.134.794,86 m3/tahun |4. Pembuatan sumur resapan untuk menampung air sehingga
pada Tahun 2029. langsung masuk kedalam tanah

2. Daya dukung pangan Untuk mempertahankan kondisi daya dukung pangan, upaya yang
Jumlah  penduduk yang meningkat | harus dilakukan adalah:

mengindikasi kebutuhan pangan yang | 1. Tetap meneruskan kebijakan Lahan Pertanian Pangan
meningkat sehingga berdampak pada Berkelanjutan (LP2B) yang didukung dengan peningkatan

peningkatan kebutuhan air dari tahun layanan sistem irigasi dan kerjasama kabupaten;
2025-2029 yaitu mencapai | 2. Dukungan lainnya dengan peningkatan layanan sistem irigasi
97.035.055.061,78 kkal/tahun dan kerjasama kabupaten dan penerapan Billing System;




No

Kondisi Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Daya Tampung Lahan Guna mengimbangi ketersediaan lahan yang tidak bertambah,
pada status daya tampung lahan di tahun | sedangkan kebutuhan lahan terus meningkat, maka upaya yang
2023 masih surplus. Berdasarkan | harus dilakukan adalah:

indikasi terjadi peningkatan kebutuhan |1. Melakukan pemerataan pembangunan permukiman di setiap
lahan permukiman dari tahun 2025-2029 Kecamatan;

yaitu mencapai 1.112,920 di Tahun 2029 |2. Menekan pertumbuhan penduduk;

dengan rasio yang mengalami penurunan
menjadi 1132,92 meskipun tetap dalam
kondisi surplus. yang artinya masih
memiliki kemampuan untuk mendukung
kebutuhan pokok manusia dan masih
mampu menerima tambahan penduduk.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Lampung
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Timur perlu dipertahankan, maka diperlukan strategi sebagai
apabila diproyeksikan tanpa upaya berikut:

tambahan (BaU) mengalami penurunan | 1. Pengendalian sampah dari pemukiman penduduk dan aktivitas
sebagaimana yang telah dikaji dalam di area sungai seperti penambangan mineral non logam;

Bab 5 bahwa diproyeksikan menurun | 2. Pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar institusi dan
hingga mencapai 60,58 pada Tahun 2029 non institusi yang berperan besar terhadap batas ambient

sedangkan pada tahun 2023 adalah udara;
65,22. Hal serupa juga terjadi pada | 3. pengukuran kualitas udara dilakukan secara konsisten di titik

Indeks yang sama dengan pengukuran parameter yang sama pada
Kualitas Air dan Indeks Kualitas setiap rentang waktu tertentu;
Lingkungan 4. Penambahan Ruang Terbuka Hijau.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan

sebagai dokumen integral pembangunan jangka panjang tahap pertama yang memuat

arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap pertama disertai dengan sasaran

pokok yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka

menengah daerah, disertai dengan arah pengembangan wilayah sesuai rencana tata

ruang wilayah, yang disusun sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan teknokratik,

partisipatif, top down, bottom up, dan politis.

1.4.2 Tujuan

1.

Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan
pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam
menyusun Renstra perangkat daerah periode 2025-2029;

Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke
depan;

Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ke dalam
tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029, yang disertai dengan
program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2025-2029,

dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029;



4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu

anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-
2029;
Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dan

Indikator Kinerja Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur periode 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri dari :

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB YV

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD
Kabupaten Lampung Timur.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lampung Timur
dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek
Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan
dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD
terdahulu, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW
Kabupaten Lampung Timur 2011-2031, data-data pendukung penyelenggaraan
layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), gambaran
keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan kedepan.

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah
daerah, dikombinasikan dengan muatan strategis, arah kebijakan dan program
prioritas pembangunan daerah.

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah yang disertai dengan indikator
program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah serta kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, kaidah
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran
pembangunan di daerah.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan deskripsi yang memuat berbagai
informasi penting mengenai karakteristik dan kondisi suatu wilayah. Pemahaman
terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi langkah fundamental dalam
penyusunan rencana pembangunan daerah. Melalui pemahaman yang komprehensif,
pemerintah daerah dapat mengenali permasalahan aktual, tantangan, serta potensi
sumber daya yang dimiliki wilayahnya. Dokumen ini memuat gambaran umum kondisi
daerah yang mencakup berbagai aspek, antara lain aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, capaian standar
pelayanan minimal, kondisi keuangan daerah, serta identifikasi permasalahan dan isu
strategis daerah. Lebih lanjut, analisis yang disajikan pada Bab II menjadi dasar dalam
perumusan arah kebijakan, visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah pada bab-bab
berikutnya. Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan berangkat dari kondisi faktual
dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga menjadi landasan yang kuat untuk
merancang pembangunan yang efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan potensi dan

karakteristik daerah.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan
pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal
terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13
kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan
pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan
definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua)

kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001
tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur,
maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan
Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi

24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung
Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung
Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah
menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten
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Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264

desa definitif.

Lebih lanjut, sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung
Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa
daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi
masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat.
Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2000 tentang

Lambang Daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-
106020'BT dan 4037'LS-5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 3.860,92 km?
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
tentang Data Wilayah Administrasi, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang
Bawang;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

0
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Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah

daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

a. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur

terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.

b. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2031,

kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya

buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan

berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

Tabel 2.1
Luas Kawasan Lindung
No Peruntukan Luasan (tHa) Lokasi
1 | Kawasan Lindung
a | Hutan Lindung
Hutan Lindung Gunung 22.292,50 | Kec. Way Jepara, Jabung,
Balak Register 38 Bandar Sribhawono dan
Sekampung Udik
Hutan Lindung Muara 1.488,36 | Kec. Marga Sekampung,
Sekampung Register 15 Labuhan Maringgai, Pasir
Sakti, dan Melinting
b | Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahnya
- Kawasan Bergambut 11.068,00 | Kec. Braja Selebah, Labuhan
Maringgai, Labuhan Ratu,
Mataram Baru, Way Bungur,
Way Jepara
- Kawasan Resapan Air 39.144,00 | Kec. Bandar Sribhawono,
Jabung, Labuhan Maringgai,
Marga Sekampung,
Melinting, Pasir Sakti,
Sekampung Udik, dan Way
Jepara
c | Kawasan Perlindungan
Setempat
- Kawasan Sempadan 5.588,00 | Kec. Labuhan Maringgai dan
Pantai Pasir Sakt




No Peruntukan Luasan (+Ha) Lokasi
- Kawasan Sempadan 11.087,00 | di seluruh DAS, meliputi Kec.
Sungai Batanghari, Batanghari
Nuban, Braja Selebah,
Jabung, Labuhan Maringgali,
Labuhan Ratu, Marga
Sekampung, Marga Tiga,
Metro Kibang, Pasir Sakti,
Pekalongan, Purbolinggo,
Raman Utara, Sekampung,
Sekampung Udik, Sukadana,
Waway Karya, Way Bungur,
Way Jepara
- Kawasan Sekitar 358,00 | Sekitar Danau Way Jepara
Danau/Waduk dan Danau Beringin Indah
- Kawasan Sekitar Mata Air 3.413,00 | Sekitar sumber-sumber mata
air di Kec. Bandar
Sribhawono, Jabung, dan
Danau Way Jepara
- RTH di Kawasan
Perkotaan
v' RTH Publik berupa 45.149,00
taman kota, tempat
pemakaman umum,
dan jalur hijau
sepanjang jalan dan
pantai
v' RTH Privat berupa
kebun atau halamgn 18.060,00
rumah /gedung milik
masyarakat/swasta
d | Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam dan Cagar
Budaya
- Suaka Margasatwa Kawasan perlindungan penyu
di TNWK dan Pulau Segama
- Kawasan Pantai Berhutan 3.203,00 | Kec. Labuhan Maringgai
Bakau
- Kawasan Taman Nasional 125.621,30 | TNWK
dan Taman Nasional Laut
- Kawasan Taman Wisata Taman Wisata Swadaya
Alam dan Taman Wisata Pekalongan, Danau Jepara,
Alam Laut Danau Beringin Indah
Sukadana, Danau Kemuning
Sribhawono, Way Curup
Mataram Baru, Pantai
Mangrove Center Maringgai
- Kawasan Budaya dan Taman Purbakala Pugung
Ilmu Pengetahuan Raharjo, Museum Budaya
Sukadana, Bangunan Adat
Sesat Agung Sukadana, Desa
Tradisional Wana Melinting,
Rumah Tradisional Gedong
Wani Marga Tiga, Rumah
Tradisional Keratuan Pugung
Sekampung Udik
- Kawasan Rawan Bencana 15.985,00

Alam
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No Peruntukan Luasan (+Ha) Lokasi

v' Kawasan Rawan Tanah 7.333,00 | Kec. Sekampung Udik, Marga
Longsor Sekampung, Waway Karya,
Jabung, dan Pasir Sakti
v' Kawasan Rawan Abrasi 1.949,00 | Kec. Labuhan Maringgai
v' Kawasan Rawan Banjir 15.983,00 | Kec. Bandar Sribhawono,

Braja Selebah, Sekampung,
Mataram Baru, Melinting,
Sekampung Udik, Waway
Karya, Labuhan Maringgai,
Raman Utara

v Kawasan Rawan 123.621,00 | TNWK
Kebakaran Hutan

v Kawasan Rawan Angin Kec. Sukadana, Pasir Sakti,
Puting Beliung Pekalongan, Sekampung, dan
Purbolinggo
v Kawasan Rawan 7.879,00 | Kec. Labuhan Maringgai,
Gelombang Tinggi Pulau Segama Besar, Pulau

Segama Kecil, Pulau Gosong
Sekopong, Pulau Batang
Besar, dan Pulau Batang
Kecil

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam
2.1.1.2.1. Hidrologi

a. Sungai

Di Kabupaten Lampung Timur dilalui 2 (dua) sungai utama yaitu Way
Sekampung dan Way Seputih dengan anak sungai yang tersebar. Kabupaten Lampung
Timur merupakan penerima, sedangkan hulu sungai berada di kabupaten lain. Satuan
Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih-
Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat
digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
SWS Seputih-Sekampung sendiri terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), 3
(tiga) DAS masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu: DAS Seputih, DAS
Sekampung, DAS Jepara-Kambas, dan 1 (satu) DAS Bandar Lampung-Kalianda.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian
paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten
Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Way Sekampung berhulu sungai di
kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa,
dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 kilometer, untuk
Lampung Timur sebesar 174 km, dengan lebar antara 3,7-21 m, dengan jumlah anak

sungai sebanyak 22 aliran anak sungai.

Way Sekampung merupakan salah satu sungai terpanjang di provinsi Lampung,
dengan panjang dari hulu sampai ke hilir 174 km. Way Sekampung mempunyai
karakteristik fisik bentuk sungai berkelok- kelok (meandering), dengan jumlah cabang
anak sungai sebanyak 22 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memilki
lebar berkisar 50-60 m, kedalaman bervariasi 3,2-4,5 m, kecepatan aliran rata- rata

umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai
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memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 m, dan mulut muara sungai memiliki lebar

hingga 128 m.

Gambar 2.2
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DAS Sungai Way Seputih seluas 1.296,29 km?, debit rata-rata minimal tahunan
3,78 m?3/detik dan volume air tahunannya 119,206 juta m3. Panjang Way Seputih di
bagian Lampung Timur berkisar 15,5 km, dengan 36 aliran anak sungai. DAS Way
Seputih diapit oleh dua sungai utama yakni; Way Pengubuan dan Way Pegadungan.
Untuk Way Pegadungan, sebagian besar memisahkan antara Kabupaten Lampung Tengah

dan Kabupaten Lampung Timur.

Secara administratif DAS Way Seputih di bagian hulu terletak di Kabupaten
Lampung Tengah, meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Jaya dan
Kecamatan Padang Ratu. Di bagian hilir, Way Seputih termasuk dalam kecamatan Way
Bungur Lampung Timur, setempat dikenal dengan daerah cabang, sebagai muara sungai
way seputih yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Way Kambas

Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis
dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan
luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way
Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara,
Braja Selebah, dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun
saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/Way Kawat,
yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal

dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama



berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang
berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk
genangan. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi
ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan

- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota

- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang
pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah di
sekitarnya menjadi tergenang air jika topografi di sekitarnya lebih rendah sehingga

memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di
Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di
Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan
morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti,
Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara, dan
Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk
karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering
disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan

Maringgai, Melinting, dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis
tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang
mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek.
Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan
ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-

rata.
d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air
satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), di mana
sungai mudah tercemar. Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat
diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang
sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan
meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuannya kini

mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survey mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di
Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk
setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan
Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 m dan
selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 m. Hal tersebut
menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi

topografi setempat.
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Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20-30 m di atas permukaan laut,
kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8-14 m dengan muka air tanah bebas sangat
bervariasi antara 7-13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada
daerah elevasi ini berkisar antara 0,7-3 m. Pada musim kemarau air sumur umumnya
tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7,
secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur
gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat
terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya

cukup tebal.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 m dari permukaan laut
yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar
antara 0,8-7 m, dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara
0,2-4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah
pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya
menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus
umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran

tanah yang tidak memperhatkan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.2
Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lampung Timur
CAT Luas (Ha)
CAT Metro- 385.447,48

Kotabumi
Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024
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2.1.1.2.2. Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas
kelerengan datar, berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Karakteristik topografi
Kabupaten Lampung Timur sebagian besar wilayah berada pada ketinggian rendah.
Berdasarkan data ketinggian, wilayah ini dapat dikategorikan menjadi dua zona utama,
yaitu daerah dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl dan daerah dengan ketinggian
antara 200-400 mdpl. Zona dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl mendominasi luas

wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Ketinggian Luas (Ha)
<200 mdpl 385.164,93
200-400 mdpl 290,10
Sumber: DEM Nasional, 2024
Gambar 2.4
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2.1.1.2.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah
dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai
bermeander, sesuai untuk endapan aluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai
sedang, dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang
berumur tersier dan kuarter. Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi

wilayah Kabupaten Lampung Timur.



Tabel 2.4
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Batuan Kuarter

(Qal) |Alluvium: bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, lempung
(Qbs) Basalt Sukadana: basalt berongga
(Qak) |Pasir Kuarsa: pasir kuarsa halus

(Qs) |[Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman
Batuan Tersier

(Qpt) |Formasi Terbanggi: batu pasir dengan sisipan batu lempung

(Qty) Formas1 Larnpung tuffa berbatu apung, tuffa riolotik, batu lempung tufaan,

Sumber RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Tabel 2.5
Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur

No Formasi Geologi Luas (Ha)

1 Alluvium (Qal) 47.654,78
2 Lampung formation (Qty) | 100.277,12
3 | Old alluvial (Qat) 107,69
4 Quartz sands (Qak) 1,204.95
5 Sukadana basalt (Qbs) 89,492.36
6 Swamp deposits (Qs) 25,755.48
7 | Terbanggi formation (Qpt) | 121.279,99

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen.
Berdasarkan litologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat
jenis, yaitu:

a. Endapan permukaan (alluvium) terdiri dari dataran rawa pasang surut yang terbentuk
dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta
endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan
Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.

b. Batuan gunung api (formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw),
tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api meliputi hampir
seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur
berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan
Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26
hektar).

c. Batuan sedimen (formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg),
formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing
(Kls). Sebagian besar terdapat di utara didominasi di Kecamatan Way Bungur (37.638
Ha) dan sedikit di selatan.

d. Batuan beku (basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan
terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Luas terbesar terdapat
di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan

Waway Karya (75,77 hektar).
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Gambar 2.5
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2.1.1.2.4. Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh jenis tanah
Podsolik Merah Kuning seluas 238.976,87 Ha. Kemudian jenis tanah yang paling sedikit
dijumpai di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu jenis tanah organosol seluas
2.466,12 Ha. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai
berikut:

Tabel 2.6

Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur

No. Jenis Tanah Luas (Ha)
1 | Alluvial 141.258,02
2 | Alluvial Regosol 61.132,31
3 | Glei Humus Rendah 41.732,35
4 Latosol 39.540,23
5 | Latosol Podsolik 25.826,67
6 | Organosol 664,99
7 | Podsolik Kelabu Coklat 13.982,10
8 | Podsolik Merah Kuning | 61.983,01

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024
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Gambar 2.6
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur
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Pola peruntukan lahan masih didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur

yaitu sebesar 25% dari seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur atau seluas

95.265,89 hektar. Luas penggunaan lahan kedua ditempati oleh Semak Belukar Rawa,

yaitu sebesar 69.249,75 hektar. Lebih detail rincian luas lahan menurut peruntukan

lahan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.7

Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Lampung Timur
No. Peruntukan Lahan Luas (Ha)
1 | Hutan Lahan Kering Sekunder 15.340,46

2 | Hutan Mangrove Primer 2,46

3 | Hutan Mangrove Sekunder 2.460,75

4 | Hutan Rawa Sekunder 37.328,94

5 | Lahan Terbuka 49 .44

6 | Perkebunan 4.924,17

7 | Permukiman 46.069,28

8 | Pertanian Lahan Kering 66.277,07

9 | Pertanian Lahan Kering Campur | 95.265,89
10 | Rawa 4.461,50
11 | Sawah 35.308,16
12 | Semak Belukar Rawa 69.249,75
13 | Tambak 7886,08
14 | Tubuh Air 1188,83

Sumber: BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/10/2024
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2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung untuk fungsi lindung merupakan kemampuan suatu kawasan
dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di dalamnya untuk menjaga keseimbangan
ekosistem pada suatu luasan wilayah tertentu. Daya dukung fungsi lindung Kabupaten
Lampung Timur sebesar 0,34 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi

lindung masih berada pada klasifikasi rendah.

Daya dukung air permukaan atau dalam hal ini adalah kemampuan lingkungan
hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara
ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Daya dukung air
permukaan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 0,35. Penggambaran
kebutuhan air di Kabupaten Lampung Timur tergambar pada peta daya dukung air di
bawah ini.

Gambar 2.7
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Timur
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Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu
wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu
untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung
kegiatan lainnya. Daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Timur masih dalam
kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten
Lampung Timur masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam

pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan pada dasarnya adalah
perbandingan antara supply dan demand. Hal ini berguna untuk kemudian

mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga
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untuk kebutuhan di masa depan. Berdasarkan daya dukung pangan di Kabupaten
Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada
di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 masih cukup melimpah dengan surplus
sebesar 23.072.967,78 ton/tahun.

Gambar 2.8
Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Lampung Timur
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Daya dukung lahan merupakan suatu keadaan lahan untuk mendukung seluruh
kegiatan manusia, baik Pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya. Daya
dukung lahan Dberfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan
kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini, sebagai
berikut:

1. Klasifikasi lahan potensial dijadikan sebagai Kawasan Budidaya seluas 136.855,06
Ha.

2. Klasifikasi lahan memiliki kendala untuk pembangunan dijadikan sebagai kawasan
perlindungan terhadap kawasan bawahnya seluas 98.184,77 Ha.

3. Klasifikasi lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah
dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 150.891,96 Ha.
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Gambar 2.9
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur
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Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalam menampung
kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga
(4 jiwa) yaitu sebesar 36 m?. Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
sebesar 9 m?/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Timur adalah
sebesar 1.015,15 Ha.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen dalam mendukung program
ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung,
Kabupaten Lampung Timur telah menunjukkan kinerja yang sangat baik melalui capaian

surplus pangan yang konsisten dari tahun ke tahunnya.

2.1.1.4.1 Jaringan Listrik

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada saat ini dilayani oleh S (lima) unit
Rayon PLN yang ditugaskan untuk melayani distribusi tenaga listrik kepada pelanggan.
Di antaranya adalah Rayon Sutami, Rayon Kata Metro, Rayon Sribhawono, Rayon
Rumbia, dan Rayon Sukadana. Rayon di lingkungan PT PLN (Persero) Area Metro yang
murni melayani pelanggan di bagian wilayah kerja Pemerintah kewenangan Kabupaten

Lampung Timur (berdasarkan bentangan jaringan terdekat) adalah Rayon Sribhawono.
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Selama tahun 2024, PT PLN (Persero) Rayon Sribhawono mencatat jumlah listrik
yang terjual baik pascabayar maupun prabayar sebesar 321 juta KWh. Jumlah listrik
yang terjual tersebut mengalami peningkatan sebesar 3 juta KWh atau 0,88 persen
dibanding tahun sebelumnya. Terkait distribusi listrik di Kabupaten Lampung Timur

terus meningkat kurun waktu sembilan tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan tabel di

bawah ini.
Tabel 2.8
Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur
Daya Produksi Listrik Dipakai q
Tahun Terpasang Listrik Terjual Sendiri Rt ar
2020 164.458,75 | 322.537.081,71 | 291.888.639,00 | 3.197.801,76 | 31.270.791,47
2021 176.100,60 | 332.931.576,50 | 291.195.837,30 | 1.567.676,76 | 39.340.656,97
2022 183.895,65 | 349.645.008,80 | 303.576.315,50 | 2.501.191,35 | 43.199.889,39
2023 193.691,15 | 370.448.159,40 | 318.245.615,40 | 2.997.158,02 | 47.971.794,98
2024 200.855,30 | 377.611.995,01 | 321.722.990,81 | 3.091.712,30 | 37.318.985,10

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2025, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Kabupaten Lampung Timur telah
mencapai 100 persen, yang berarti seluruh desa telah teraliri listrik. Sementara itu, Rasio
Elektrifikasi (RE) telah mencapai 99,99 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh

rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur sudah teraliri listrik.

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan adalah tujuan

mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta
mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk
memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan
dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah Prevalence of
Undernourishment (PoU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of
Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi
pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
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Grafik 2.1
Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan
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Sumber: BPS, 2025

Capaian Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Lampung Timur pada
tahun 2024 meningkat menjadi 11,54 persen, setelah sebelumnya mengalami penurunan
signifikan dari 15,41 persen pada tahun 2022 menjadi 10,59 persen di tahun 2023.
Meskipun sempat membaik, capaian tahun 2024 kembali menunjukkan tren kenaikan
dan masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional. Nilai 11,54
persen ini mengindikasikan bahwa sekitar 11 dari setiap 100 penduduk di Kabupaten
Lampung Timur kekurangan asupan kalori secara berkelanjutan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa ada sebagian kecil penduduk yang masih mengalami kekurangan

energi harian yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesehatan dan produktivitas.

2.1.1.4.3 Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi
masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk
memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera
lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan
merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan
pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun
konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan
wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi
pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan

preferensi konsumsi pangan masyarakat.
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Grafik 2.2
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur
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Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Meskipun capaian PPH Kabupaten Lampung Timur tergolong tinggi, yaitu sebesar
89,8 pada tahun 2024, namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencapai 91,3 pada 2023. Penurunan skor ini menjadi peringatan
penting bahwa keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat mulai menurun,
meskipun ketersediaan pangan secara umum masih mencukupi. Kondisi tersebut
mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan pola konsumsi, di
mana sebagian masyarakat cenderung belum sepenuhnya mengonsumsi pangan secara

beragam dan bergizi seimbang.

2.1.1.4.4 Wilayah Rawan Pangan

Wilayah rawan pangan adalah wilayah yang mengalami kondisi dimana
ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan
nutrisi dan kesehatan sebagian masyarakat. Dalam hal kerawanan pangan, wilayah
dikelompokkan ke dalam 6 prioritas, yaitu prioritas 1 merupakan prioritas utama yang
menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan
prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Timur pada tahun 2024 berhasil mengelompokkan Lampung timur sebagai
prioritas 6 dari pengelompokan metode komposit. Prioritas 6 atau sangat tahan
menggambarkan bahwa Lampung Timur termasuk wilayah dengan ketahanan pangan
tertinggi. Berdasarkan pemeringkatan Nasional, Lampung Timur berada di peringkat 68
yang relatif meningkat dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 88, Lampung Timur

berada diurutan ke 4 jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-provinsi Lampung.
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Gambar 2.10
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 secara umum disebabkan
oleh: (1) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah
tangga; (2) rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah
penduduk; (3) rasio luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah; dan (4) rasio jumlah

penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 secara umum disebabkan
oleh: (1) rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah
tangga; dan (2) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah

tangga.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 secara umum disebabkan
oleh: (1) desa yang tidak memiliki akses penghubung jalan yang memadai; (2) rasio
jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; (3) rasio
luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah; dan (4) rasio jumlah penduduk tingkat

kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk.

Desa-desa yang termasuk dalam kategori rentan kerawanan pangan tersebut
antara lain Desa Tebing (Kecamatan Melinting), Margosari (Kecamatan Metro Kibang),
Purwodadi Mekar (Kecamatan Batanghari), Gunung Sugih (Kecamatan Sekampung Udik),
Tanjung Wani (Kecamatan Waway Karya), Gunung Mas (Kecamatan Marga Sekampung),
Sumber Marga (Kecamatan Way Jepara), Braja Kencana (Kecamatan Braja Selebah), Putra
Aji 2, Negara Nabung, dan Bumi Ayu (Kecamatan Sukadana), Catur Swaka (Kecamatan

Bumi Agung), serta Toto Mulyo dan Toto Projo (Kecamatan Way Bungur).
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